BAB 111
PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK

NOMOR: 28/G/PTUN-PTK/2001

A. Profil Pengadilan Tata Usaha Negar a Pontianak
1. Sgjarah Singkat PTUN Pontianak
Latar belakang dibentuknya Peradilan Tata Usahaafde(PERATUN)
adalah untuk menyelesaikan sengketa yang timbararBadan/Pejabat Tata
Usaha Negara (TUN) dengan warga masyarakat oldiatakielaksanaan atau
penggunaan wewenang pemerintahan yang dilakukdn Bdelan/Pejabat Tata
Usaha Negara (TUN) yang menimbulkan benturan képgam, perselisihan,
atau sengketa dengan warga masyarakat.
Adapun dasar hukum pembentukan PERATUN adalah aebagkut:
a) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, tentang Peradilata Usaha
Negara.
b) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, tentang perubakes Undang-
Undang Nomor: 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Uatdha Negara.
c) Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 1991, tenfRembentukan
Pengadilan Tata Usaha Negara.
Sedangkan tempat kedudukan dan kewenangan diatam d@asal 6
Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004. Pengadilan Watha Negara (PTUN)
berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, dan dadrakumnya meliputi

wilayah Kabupaten/Kota. Pengadilan Tinggi Tata dsdfegara (PT.TUN)
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berkedudukan di Ibukota Propinsi, dan daerah hukammeliputi wilayah
Propinsi.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negardidhak secara
rinci terdiri dari dua Kota dan 12 Kabupaten yaetekangannya adalah sebagai
berikut:

1) Kota Pontianak

2) Kota Singkawang

3) Kabupaten Bengkayang
4) Kabupaten Kapuas Hulu
5) Kabupaten Kayong Utara
6) Kabupaten Ketapang

7) Kabupaten Kubu Raya
8) Kabupaten Landak

9) Kabupaten Melawi
10)Kabupaten Pontianak
11)Kabupaten Sambas
12)Kabupaten Sanggau
13)Kabupaten Sekadau

14)Kabupaten Sintang

2. Struktur Organisasi PTUN Pontianak
Struktur organisasi yang ada di Pengadilan Tatédh&$degara Pontianak

tahun 2011 adalah sebagai berikut

5 www.ptun-pontianak.go.id, diakses tanggal 03 DessaT2011.
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STRUKTUR ORGANISASI PTUN PONTIANAK

TAHUN 2011

Mula Haposan Sirait, SH, M

KETUA
Undang Saepudin, SH
&
WAKIL KETUA

Majelis Hakim:
Edi Septa Surhaza, SH
Mursalin Nadjib, SH
| Dewa Gede Puja, SH, MH
Rut Endang Lestari, SH
Eko Yulianto, SH
Harristov Azadha, SH
Gugum Surya Gumilar, SH
Meita S.M. Lengkong, SH

© No gk wDdE

Paniter a/Sekretaris
Drs. Kamaluddin, SH, MH

Paniter a/Sekretaris
Drs. Kamaluddin, SH, MH

Panitera/Sekretaris
Drs. Kamaluddin, SH, MH

Sub K epaniteraan

Perkar a/Panitera Muda

Sub K epaniteraan

Sub Bag.

Perkara
Djoko Sumardjono, Sm.MH

Hukum/Panitera
Muda Hukum
Amir Fahrudin, MH

Joni Wanto
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Muhammad
Junaidi
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Umum Kasub
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|
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—— : Garis Tanggung Jawrab
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3. Visi dan Misi PTUN Pontianak

Adapun visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negangi&hak, yaitu:

Visi:

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang aguray ssgwujudnya
pengadilan yang modern, independen, bertanggunapjakvedibel, menjunjung
tinggi hukum dan keadilan.

Misi:

a. Menjaga kemandirian badan peradilan.
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.
c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badaagian.

4. Tugas Pokok (Bidang Yustisal) PTUN Pontianak
Adapun tugas pokok (bidang yustisial) Pengadilata Tdsaha Negara
Pontianak adalah sebagai berikut:

a) Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikarksengata Usaha
Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ponti@WkN Pontianak),
dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor: 5 THS8® jo. Undang-
Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan ketentuan PeratBesnndang-Undangan
lain yang bersangkutan, serta petunjuk-petunjuki ddahkamah Agung
Republik Indonesia (Buku Simplemen Buku |, BUKUSEMA, PERMA, dll).

b) Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negarargadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata &dddgara (PT.TUN)

yang berwenang.
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c) Peningkatan kualitas dan profesionalisme Hakim pBdagadilan Tata
Usaha Negara Pontianak (PTUN Pontianak), seiringing&atan integritas
moral dan karakter sesuai Kode Etik dan Tri Prasétgkim Indonesia, guna
tercipta dan dilahirkannya putusan-putusan yangtddipertanggung jawabkan
menurut hukum dan keadilan, serta memenuhi hargpaa pencari keadilan
(justiciabelen).

d) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap leanBatpdilan guna
meningkatan dan memantapkan martabat dan wibawaafpadan Lembaga
Peradilan, sebagai benteng terakhir tegaknya hukiam keadilan, sesuai
tuntutan Undang-Undang Dasar 1945.

e) Memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentangisagjiadan tata
kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegargaRah, sesuai Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KBI/SK/111/1993,
tanggal 5 Maret 1993 tentang Organisasi dan taja kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usabara.

f) Membina Calon Hakim dengan memberikan bekal pehgatadi bidang
hukum dan administrasi Peradilan Tata Usaha Neagaamenjadi Hakim yang

profesional.

B. Posisi Kasus Putusan PTUN Pontianak Nomor : 28/G/PTUN-PTK/2001
Untuk lebih memperjelas pembahasan, maka penulisncoba
memaparkan posisi kasus dalam putusan Nomor: 1BIGMAPTK/2001 oleh
Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengaraltimanya Sertifikat Tanah

Wakaf Nomor: 345/Wakaf, sehingga dalam implementasiwakaf tersebut
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ditarik kembali oleh ahli warisnya. Untuk mendapetkgambaran yang jelas
mengenai permasalahan tersebut, maka Penulis akagambil sampel dari

Putusan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 18/GPHTK/2001.

1. ldentitas Para Pihak

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak memeriksa niengadili
Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 18/G/PTUN-PTK/2@6rtanggal 7
Januari 2002, dalam sengketa antara:

Latifah, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Rufizatgga Alamat
Jalan Jurusan Pontianak RT. 05/RW. 03 Keluraham&urinyuh, Kabupaten
Pontianak, selanjutnya disebut sebagai PenggugdanDhal ini diwakili oleh
Pengacara/Penasehat Hukum Ade Asnan Arifin, SHai®il&k SH, Hamdi, SH,
M. Alinafiah Damanik, SH, pada Kantor Advokad Adesnan Arifin &
Assiociates, berkantor di Jalan Tanjungpura No. BRontianak, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2001.

Kemudian yang menjadi Tergugat dalam sengketa dalah Kepala
Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pontianakpaemkedudukan di Jalan
Daeng Menambon No. 12 Mempawah. Dalam hal ini dilivaleh kuasa hukum
masing-masing:

a) Nama/NIP : Junaedi, SH/010204156
Jabatan : Kasubsi Penyelesaian Masalah PertapabarKantor
Pertahanan Kabupaten Pontianak

Alamat : Jalan Daeng Menambon No.12 Mempawah
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b) Nama/NIP : Thamzil, Bsc/010111356
Jabatan : Kasubsi Pengukuran, Penataan dan Kopeelis Kantor
Pertanahan Kabupaten Pontianak
Alamat : Jalan Daeng Mempawah Menambon No. 12 pdevah
¢) Nama/NIP : Rozari Rachman/010195725
Jabatan : Staf Sub Seksi Pengukuran, Pemetaafotaersi pada
Kantor Pertahanan Kabupaten Pontianak

Alamat : Jalan Daeng Menambon No. 12 Mempawah

2. Duduk Perkara

Duduk perkara terjadinya wakaf ini dimulai dengaiat rmulia wakif
(Almarhum Abdul Majid) yang hendak mewakafkan tamafliknya untuk
pembangunan Pondok Pesantren. Tanah yang akanaflkaakiersebut terletak
di Jalan Jurusan Pontianak RT. 05/RW. 03, Keluralsamgai Pinyuh,
Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak deugaran panjang 14
Depa tangan, dengan batas-batas:

a) Utara dengan tanah Saleh Bin Udai.

b) Selatan dengan tanah Daeng Lamang.

c) Timur dengan jalan raya.

d) Barat dengan tanah perkuburan.

Adapun asal usul tanah yang akan diwakafkan inieadanah yang dibeli
oleh wakif dari Said bin Thoha, berdasarkan Sunzl Beli tanggal 10
Desember 1958. Sebelum keinginan wakif membualtfikattterwujud pada

tahun 1985 H. Abdul Madjid meninggal dunia dengamimggalkan ahli waris
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masing-masing Latifah, Hanafi bin Abdul Madjid, Ndtt Binti Abdul Madjid,
dan Nasidah binti Abdul Madjid.

Sebelum wakif meniggal dunia, wakif pernah berwtakegpada istrinya
bahwa apabila cucunya dari Hanafi yang bernama ohamt Ridho telah
menyelesaikan pelajaran agama di Yaman, tanah amatexrsebut diserahkan
kepadanya untuk digunakan menjadi Pondok Pesantren.

Semasa hidupnya Almarhum Abdul Madjid juga mempursahabat
Qomaruddin dan menantunya yang bernama Fathureorj ynenikah dengan
cucunya dari Hanafi. Di atas tanah miliknya, alnuanhmembangun Pondok
Pesantren dan mempercayakan kepengurusan kepada keang tersebut,
mengingat almarhum juga mempunyai cita-cita, balandok Pesantren
tersebut nantinya akan dilanjutkan dan diasuh @letunya yang waktu itu
sedang belajar agama di Yaman. Menurut keterangainFahturrozi, bahwa
sebelum wakif (Abdul Majid) meninggal dunia, ia p&ih mewakafkan tanah
tersebut kepadanya untuk dibangun pondok pesantren.

Setelah Abdul Madjid meninggal dunia, Latifah {istrakif), Hanafi dan
Nasidah membuat Surat Pernyataan Penyerahan Taa#hf\kKepada Panitia
Perencana Pembentukan Pondok Pesantren Riyadhuh Wdrsebut di Sungai
Pinyuh pada tanggal 8 Juli 1987. Dalam Surat PémayaPenyerahan Tanah
Wakaf tersebut hanya ahli waris Natiah yang tidaicantum, hal tersebut
dikarenakan kesehatan pikirannya terganggu, danumerketerangan saksi
Fathurozzi, surat keterangan yang menyatakan satuk Natiah waktu itu juga

tidak ada.
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Kemudian Qomaruddin selaku calon nadzir berdasaskaat tertanggal 8
Juli 1987, pergi dan menghadap sendiri ke Kantoama (KUA) Kecamatan
Sungai Pinyuh guna melapor, membuat Akta Peganta Akrar Wakaf dan
mendaftarkan penyerahan tanah wakaf tersebut doK&ertanahan Kabupaten
Pontianak untuk dibuatkan Sertifikat Tanah Wakaél khi bertujuan untuk
mendapatkan kepastian hukum dari tanah wakaf tetsebhingga tanah wakaf
tersebut memiliki kepastian hukum tetap.

Setelah pulangnya cucu wakif yang bernama Motohdindrdari Yaman
pada tanggal 7 Agustus 1998, Latifah (istri waki€suai dengan wasiat yang
diterima dari almarhum suaminya Abdul Majid berniaituk melaksanakan
wasiat tersebut, yaitu untuk menyerahkan tanah samaritersebut untuk
pembangunan Pondok Pesantren.

Oleh karena tanah wakaf tersebut masih dipakai Q@ufdan untuk
kegiatan Yayasan Ryadathul Ulum, maka pengurusnBesaYayasan Darul
Musthopa dalam bulan Juli 2001 mencari informasinge@ai status tanah
warisan milik Latifah dan ahli waris. Berdasarkarformasi yang diperoleh,
tanah warisan tersebut telah bersertifikat. Untulendapatkan kepastian
kebenaran tersebut, maka pada tanggal 6 Septe®@&ristri wakif didampingi
seseorang bernama Marzuki Kadri mendatangi KanéstaRahan Kabupaten
Pontianak.

Di kantor tersebut oleh Pegawai/Staf dijelaskan dgerlihatkan buku
tanah yang menyatakan bahwa tanah warisan tersghhtbersertifikat dengan

Nomor 345/Wakaf tanggal 23 September 1991 Gamb#awmasSi Nomor:
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1970/1982 tanggal 11 Juli 1991, luas 6.530atas nama Hanafi Abdul Madijid
yang kemudian beralih tangan atas nama nadzir.

Atas latar belakang tersebut dari pihak Latifahli(ataris) merasa
dirugikan atas terbitnya Sertifikat Tanah Wakaf Non345/Wakaf tersebut.
Walaupun Latifah setuju dan mentandatangani dalaembpatan Surat
Pernyataan Penyerahan Benda Wakaf kepada nadzmud{en Latifah
mengajukan hal tersebut ke Pengadilan Tata UsalgarBléPontianak dengan
didampingi oleh Kuasa Hukumnya.

Alhasil, PTUN Pontianak mengabulkan gugatan Latdehgan memutus
perkara tersebut dengan membatalkan Sertifikat T&dakaf dengan Nomor:
345/Wakaf. Kemudian putusan tersebut dikuatkanpagia tingkat selanjutnya,
yaitu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negakarth dengan Nomor
Perkara: 102/B/2002/PT.TUN.JKf.

Sebelum perkara ini diajukan di Pengadilan Tatahdsdegara Pontianak,
cucnya wakif Muntohar Ridho meminta kepada Nadzasanama Yayasan
Ryadatul Ulum untuk menjadi ketua yayasannya. Aketapi, dari Yayasan
Ryadatul Ulum tidak mau mengganti ketua yayasasetmrt dikarenakan susah
dalam mengurusi administrasinya. Atas hal tersetutunya wakif Muntohar
Ridho dan ahli waris mengajukan hal tersebut digBditan Tata Usaha Negara
Pontianak dan membentuk Yayasan Darul Musthopakumingganti yayasan

Ryadatul Ulum tersebut.

¢ Setelah diputus oleh PTUN Pontianak, pengajuamdibg diajukan di PT.TUN
Jakarta. Hal itu dikarenakan PT.TUN Pontianak md#lum ada sampai sekarang, sehingga
wewenang mengadilinya diambil alih oleh PT.TUN Jtka
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C. Putusan Pengadilan Tentang Penarikan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris

1. Pengadilan Tata Usaha Negar a Pontianak

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, Majelakim Tata
Usaha Negara Pontianak memutus perkara tersemgaieierikut’:

a) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

b) Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat No. 3dkaAftanggal 11
Juli 1991, Gambar Situasi 1970/1982 atas nama NadizQomaruddin,
Fathurrozi dan Aswar Midin seluas 6.536. m

c) Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biakanaesebesar
Rp. 1.201.000,-(Satu Juta Dua Ratus Satu Ribu Rupia

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majgtikim pada hari
Senin Tanggal 7 Januari 2002, oleh kami Gatot Sapto, SH selaku Ketua
Majelis Hakim, Ujang Abdullah, SH dan H. Satibi ldygit Umah, SH, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diuoag&am sidang yang
terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Ja2082 oleh Ketua Majelis
Hakimdan didampingi oleh Hakim Anggota tersebubadiu Liza Valianty, SH
sebagai Panitia Penggati Pengadilan Tata Usahard@gatianak serta dihadiri

oleh Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri oleh Kasgugat.

2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaratdgkga menguatkan
putusan Pengadilan Tata Suaha Negara dengan armmeapuadalah sebagai

berikut®:

" Dokumen ini diperoleh dari arsip berkas putusangBdilan Tata Usaha Pontianak
Nomor: 18/G/PTUN-PTK/2001.
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* Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembgndin

* Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negargafak Nomor:
28/G/PTUN-PTK/2001 tertanggal 07 Januari 2002 yatwgnohonkan
banding.

* Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biasgrkara di
kedua tingkat peradilan dan yang di tingkat bandielgesar Rp. 120.000,-
(serats dua pulu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diputus dalam rapat perrausratan Majelis
Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakadahari: Kamis, tanggal
27 Juni 2002, oleh kami: Marcus Lande, SH ketuagBéian Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majefisfut Suryadnya, SH dan
H. Zainal Agus, SH masing-masing sebagai Hakim Aagputusan mana
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yangukerluntuk umum oleh kami:
Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu @e&th Yulindar, SH sebagai
Panitera Pengganti dan dengan tanpa dihadiri @edgihak maupun kuasanya.

D. Dasar Pertimbangan Hukum
1. Pengadilan Tata Usaha Negar a Pontianak
Adapun dasar pertimbangan hukum Pengadilan TatehdJddegara

Pontianak dengan membatalkan Sertifikat Tanah Wakafor 345/Wakaf
adalah sebagai beriktt
Dalam Eksepsi Tergugat yang disampaikan dalam jawalada point 1,

pada pokoknya dikatakan bahwa Penggugat Prinsgaala tidak layak untuk

“8 Dokumen ini diperoleh dari arsip berkas putusamg@dilan Tinggi Tata Usaha Jakarta
Nomor: 102/B/2002/PT.TUN.JKT.

9 Dokumen ini diperoleh dari arsip berkas putusangBdilan Tata Usaha Pontianak
Nomor: 18/G/PTUN-PTK/2001.
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menggugat, mengingat Penggugat principal adala ssorang ahli waris yang
ikut menandatangani Surat Pernyataan PenyerahahMakaf tanggal 18 Juli
1987.

Menimbang, bahwa tentang eksepsi pada Point 1) (safebut, dalam hal
ini menurut Majelis karena sudah menyangkut mgtekok sengketa, maka
sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Ayat 3 (tiga) hdgpatdmdang No. 5 Tahun
1986 adalah mengenai eksepsi lain-lain dan untuwkaktan dipertimbangkan
bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada angkat &) (ehkendalilkan
bahwa Penggugat telah mengetahui bahwa tanah yaegjadn obyek
gugatannya telah diserahkan kepada pihak lain udisértifikatkan menjadi
tanah wakaf untuk dibangun Pondok Pesantren damrgndlJmum sejak tahun
1987, sehingga hal tersebut bertentangan dengat $&asJndang-Undang No.
5 Tahun 1986 yang mengatakan bahwa status tanahdramakafkan ternyata
telah bersertifikat atas nama Nadzir, yang dikdtatheh Penggugat bersama
saksi Marzuki Qodri pada saat mencari informasihléénjut status tanah yang
diwakafkan yaitu pada tanggal 6 September 2001 dntét Pertahanan
Kabupaten Pontianak.

Menimbang, bahwa seperti dalil yang diuraikan dikejutanah yang
diwakafkan adalah untuk pembangunan Pondok Pesanyang dalam
perkembangannya Pondok tersebut diasuh oleh H. (uoidia SY dan
Fathurrozi dibawah Yayasan Riyadhul Ullum, sedangkepastian status hak

yang melekat pada tanah wakaf tersebut belum jétad. tersebut dapat
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dimaklumi oleh karena Abdul Madjid keburu meningdehia sebelum maksud
dan tujuan yang mulia tersebut terwujud. Jadi mekap hal yang wajar, meski
tanah wakaf tersebut telah berfungsi beberapa tdhbawah kepengurusan H.
Qomaruddin dan Fathurrozi, ditanyakan status haiihtavakaf oleh Penggugat
selaku ahli waris pada tanggal 6 September 200hdeKantor Kabupaten
Pontianak. Dengan demikian Majelis berpendapat balp&ngajuan surat
gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktiaisdengan ketentuan
yang tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang Naahuri 1986, sehingga
eksepsi Tergugat pada angka 2 (dua) menurut Mdefiss ditolak.

Kemudian dalam  pokok perkaranya. Menimbang, sebelum
dipertimbangkan pokok sengketa lebih lanjut, akgerimbangkan eksepsi
Tergugat pada point 1 (satu) yaitu tentang layak tldaknya Penggugat
Prinsipal mengajukan gugatan, sebab menurut TetgBgaggugat adalah salah
seorang ahli waris yang ikut menandatangani Sueay&ahan Tanah Wakaf
tanggal 18 Juli 1987.

Menimbang, atas eksepsi tersebut dipertimbangkaagse berikut, bahwa
selain yang tercantum dalam Pasal 1 angka 4 (empgf ditentukan dalam
Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 khususpgh BB yang pada
pokoknya menentukan bahwa subyek dalam sengkesaUsatha Negara adalah
seseorang atau Badan Hukum Perdata, dapat mengapugatan tertulis
kepada Pengadilan yang berwenang jika kepetingadirygikan oleh suatu
Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam pemeriksaakedarnbata Usaha Negara

yang diajukan oleh Penggugat (Latifah) ini tidakediukan adanya suatu
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larangan atau halangan bagi Latifah selaku ahlismamtuk bertindak sebagai
Penggugat oleh sebab Latifah sebagai salah satuwarls mempunyai
kepentingan atas ketidakpastian setelah suaminyanggal dunia, sehingga
Majelis berpedapat bahwa, subyek dalam perkara agdah sesuai dengan
ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Td986 dan oleh
karenanya eksepsi Tergugat pada angka 1 dalamawalharus ditolak.

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek pokok sengkatm perkara ini
adalah Surat Keputusan Tergugat Sertifikat Hak KWWNb. 345/Wakaf Gambar
Situasi No. 1970/1982 tanggal 11 Juli 1991 selu8@®nf semula atas nama
Hanafi A. Madjid kemudian beralih atas nhama Naimaruddin, Fathurrozi
dan Aswah Midin yang terletak Jalan Jurusan Poakidtt.05/Rw.03 Kelurahan
Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupatetidak.

Menurut Penggugat Surat Keputusan tersebut adaeat qiukum oleh
karena status tanah yang diwakafkan adalah tanaisamadi samping syarat-
syarat pembuatan Akta lkrar Wakaf banyak yang tidipknuhi, sehingga Surat
Keputusan dimaksud telah melanggar padal 53 Untkmagng No. 5 Tahun
1986 dan melanggar asas-asas umum pemerintahamaing

Menimbang, bahwa sebaliknya pihat Tergugat merkdalil Penerbitan
Sertifikat No. 345/Wakaf di Desa Sungai Pinyuh ygergatat atas nama Nadzir,
telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undanggrbgdaku, demikian juga
segala persyaratan yuridis administrasi telah dkepi sehingga hal tersebut
tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemaringang baik khususnya

asas formal dan asas kecermatan.
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Menimbang, bahwa asal usul tanah yang diwakafkaahdtanah yang
dibeli oleh Almarhum suami Penggugat dari Said Hioha, berdasarkan Surat
Jual Beli tanggal 10 Desember 1958, dan semasgriyduAlmarhum Abdul
Madjid mempunyai sahabat Qomaruddin dan menantustg bernama
Fathurrozi. Di atas tanah miliknya, almarhum mengognPondok Pesantren
dan mempercayakan kepengurusan kepada kedua aesebut, mengingat
almarhum juga mempunyai cita-cita, bahwa Pondolaftesn tersebut nantinya
akan dilanjutkan dan diasuh oleh cucunnya yangwitiktsedang belajar agama
di Yaman.

Bahwa setelah Abdul Madjid meninggal dunia, Pengguglanafi dan
Nasidah membuat Surat Pernyataan Penyerahan Taa&hf\Wepada Panitia
Perencana Pembentukan Pondok Pesantren Riyadhurh Wil Sungai Pinyuh
pada tanggal 8 Juli 1987. Dalam surat pernyataeseliat hanya ahli waris
Natiah yang tidak tercantum, hal tersebut dikaranakesehatan pikirannya
terganggu, dan menurut keterangan saksi Fathursmrat keterangan yang
menyatakan sakit untuk Natiah waktu itu tidak ada.

Bahwa beberapa tahun setelah Pondok Pesantrerbuerberfungsi,
sambil menajalankan kepengurusannya, dengan bewegsmda Surat
Pernyataan Penyerahan Tanah Wakaf tersebut, saksiaiQddin pergi ke
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh dengessud mendaftarkan
tanah wakaf, tanpa didampingi calon wakif, di samgpitu atas keterangan
Hanafi yang dihubungkan dengan keterangan saksiaQaidin dan Fathurrozi

pada waktu menyerahkan benda wakaf dihadapan PPANdk disertai
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ijabl/ikrar lisan secara jelas dan tegas kepada iNaskbagaimana yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dalakJiPersertifikatan
Tanah Wakaf tentang Pembuatan Akta Ikrar Wakaf.

Bahwa selanjutnya, meskipun persyaratan dan prpsethuatan Akta
Ikrar Wakaf tersebut tidak dipenuhi sebagian olato@ Wakif dan Nadzir, akan
tetapi pihak Kantor Urusan Agama KUA/PPAIW KecamatBungai Pinyuh
tetap memprosesnya, terbukti dari bukti T-2 dalamgirannya yaitu adanya
Akta lkrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nadzir yabgatl dan disahkan oleh
Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Sungai Pinyuh.

Menimbang, selain hal-hal tersebut di atas, sedeagan pengajuan bukti
surat T-1 yang dihubungkan dengan T-3, seandaieyearbahli waris Hanafi
pernah mengajukan permohonan hak milik atas tanakafwtersebut pada
tanggal 23 Juni 1991, maka akan sangat bertentategagan bukti T-2 lampiran
3 dan 4 tentang Surat Pengesahan Nadzir dan Alga\lKakaf, sebab hak milik
No. 345 (wakaf) antara pemegang hak pertama (Hahaiadjid) dengan
pemengang hak lain atas nama Nadzir mempunyai ahngmg sama Yyaitu
tanggal 23 September 1991.

Jadi, dengan kata lain jika benar pembukuan dasgptifikatan SHM No.
345/Wakaf atas nama Hanafi A. Madjid tanggal 23t&aper 1991, seharusnya
proses penyerahan wakif kepada nadzir sampai KUAdaidgarkan sertifikat
kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak ataa Nadzir, dilaksanakan

hari itu juga bukan tanggal 3 April 1990 sebagaianbukti T-3 di atas.
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Menimbang, bahwa dari uraian proses kepemilikarahtamlmarhum

Abdul Madjid sampai dengan proses-proses penerBigatifikat Hak Milik No.

345/Wakaf atas nama nadzir setelah dihubungkan ageisgksi, bukti surat

didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a)

b)

d)

Bahwa tanah yang diwakafkan untuk kepetingan pegizan Pondok
Pesantren adalah milik almarhum Abdul Madjid yangeleh dari Said
bin Thoha berdasarkan surat jual beli tanggal 1€eDd#er 1958.

Bahwa sebelum keinginan almarhum terwujud padantdi®35 H. Abdul
Madjid meninggal dunia dengan meninggalkan ahliisvarasing-masing
Latifah, Hanafi bin Abdul Madjid, Natiah binti AbfuMadijid, dan
Nasidah binti Abdul Madjid.

Bahwa pada tanggal 8 Juli 1987, Latifah, Hanafin ddasidah tanpa
Natiah, membuat Surat Pernyataan Penyerahan TaratafVkepada
Panitia Perencanaan Pembentukan Pondonk PesaRiyadhul Ullum”
di Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak.

Bahwa Qomaruddin selaku calon nadzir berdasarkeat grtanggal 8 Juli
1987, pergi dan menghadap sendiri ke Kantor Agahu#Aj Kecamatan
Sungai Pinyuh tanpa didampingi oleh Calon Wakifnagunelapor dan
mendaftarkan penyerahan tanah wakaf tersebut.

Bahwa proses pembuatan Akta lkrar Wakaf dan Sweagé&sahan Nadzir,
tidak dilengkapi dengan syarat-syarat yang diteartuklalam Peraturan

Pemerintahan No. 28 Tahun 1977 tetangan PerwaRafiaah Milik.
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f)

Bahwa pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pontiaad# paat menerima
berkas permohonan dan memproses permohonan unafk veakaf, tidak
meneliti kelengkapan persyaratan-persyaratan yurdiministrasi yang
ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 T4Bui dan Peraturan
Pelaksanaan pensertifikatan tanah wakaf yaitu keirbersama Menteri
Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.h&inTa990 No.
24/Tahun 1990, tentang persyaratan pembuatan Akas Wakaf (Buku
Juklak Pensertifikatan Tanah Wakaf/diterbitkan Kioeat Jenderal Bimas
Islam dan Urusan Haji Depag. Rl 1999/2000, hal 4)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebuatds, dapat ditarik

suatu kesimpulan:

a)

b)

Bahwa setelah. Abdul Madjid meninggal dunia, pealgan tanah wakaf
pada tanggal 8 Juli 1987 oleh ahli waris kepada &yaddin, Fathurrozi
dan Aswar Midin, dalam surat bukti dan keterangaksis tidak disebut
nama Natiah sebagai salah satu ahli waris, dart &etarangan yang
menyatakan Natiah sakit tersebut, tidak ada bark slaat keterangan
lurah maupun surat dokter setempat, sehingga sywaeht proses
penyerahan tanah wakaf mengandung cacat formil ybagakibat
penyerahan tanah wakaf tidak sah karena haruseadatpjuan semua ahli
waris yang ada.

Bahwa pada waktu saksi Qomaruddin menghadap seriRPAIW di
KUA Kecamatan Sungai Pinyuh tanpa disertai calokifigan ikrar wakaf

secara lisan dan tegas, sehingga tugas PPAIW datmaliti calon Wakif,
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calon Nadzir dalam menyaksikan pelaksanaan ikré&afvadak terwujud
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perwak@éesal 218 PP No.
28/1977).

c) Bahwa Tergugat pada waktu menerima Akta lkrar Wa%af K-VII/1-
d/B.03.2/003/1990 tanggal 3 April 1990, seharusdialiti lebih dahulu
apakah syarat-syarat untuk itu sudah dipenuhi sesaldngga Tergugat
pada waktu akan mengeluarkan keputusan lebih |anggtelah
mempertimbangkan semua kepentingan yang tersatigkikt mengambil

keputusan terhadap permohonan sertifikat tanahfvialsebut.

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tergugat No.34k@\anggal 11
Juli 1991 Gambar Situasi No. 1970/1982 atas namdziNaeluas 6.530 M
telah melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf ¢ Undandadg No. 5 Tahun 1986,
serta karena tidak cermatannya, Surat Keputusaelter telah bertentangan
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik kigasesas kecermatan,
sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat darefierpulan bahwa Surat

Keputusan tersebut di atas dibatalkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggudiitemukakan di
persindangan melalui kuasa hukumnya telah dapaiktiidan, oleh karenanya

cukup beralasan gugatan Penggugat dapat dikabsgitaruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat bepada pihak yang
yang kalah, maka kepada Tergugat dibebankan unerklrayar semua biaya
yang timbul dalam perkara ini. Bahwa sebelum sanpaaia putusan akhir,

Majelis mempunyai catatan kecil dalam sengketa yiaitu bahwasannya
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perbuatan Almarhum Abdul Madjid mewakafkan sebagianahnya untuk
membangun Pondok Pesantren adalah perbuatan yalmey agan perlu untuk

diteladani.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidakdimbangkan dalam
putusan ini, selama tidak ada relevansinya, makastdikesampingkan.
Menimbang, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Pemat@@merintah

No. 28 Tahun 1977, Peraturan Perundang-Undangantgekait>°

2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negar a Jakarta

Sedangkan dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilzggi Tata
Usaha Negara Jakarta adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembandingan mengajulamagbhonan
pemeriksaan banding tanggal 18 Januari 2002 masimdtenggang waktu dan
dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang mp&anohonan
pemeriksaan banding tersebut dinyatakan dapatrdaer

Menimbang, bahwa setelah Mejelis Hakim Pengadilaggdi Tata Usaha
Negara Jakarta mempelajari secara seksama pergjabanlan putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: BSAEN-PTK/2001
tertanggal 07 Januari 2002, Majelis Hukum berkesianp bahwa pertimbangan
dan putusan tersebut sudah tepat dan benar kagergartimbagan tersebut
diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggatd Usaha Negara Jakarta

sebagai pertimbangan sendiri.

0 Dokumen ini diperoleh dari arsip berkas putusangBdilan Tata Usaha Pontianak
Nomor: 18/G/PTUN-PTK/2001.
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Menimbang, bahwa  Tergugat/Pembanding dalam  menaajuk
permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding tetrsettak menyertakan
Memori Banding, sehingga tidak ada hal-hal barugydapat mengubah fakta-
fakta di persidangan dan perlu dipertimbangkan.iMbang, bahwa oleh karena
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak MNo&8/G/PTUN-
PTK/2001 tanggal 07 Januari 2002 sudah tepat dararbmaka haruslah
dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Penibgrdialah pihak
yang dikalahkan maka Tergugat/Pembanding dihukutnkumembayar biaya
perkara dalam ke dua tingkat peradilan yang dalamgkat banding akan
disebutkan dalam amar putusan ini. Mengingat Undamgang Nomor: 5

Tahun 1986 dan peraturan-peraturan lain yang tetkai

*1 Dokumen ini diperoleh dari arsip berkas putusamg@dilan Tinggi Tata Usaha Jakarta
Nomor: 102/B/2002/PT.TUN.JKT.

72



